KABUPATEN SUKCHARJD

K ABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 13 TAHUN 1996 SERI D NO. 11

e

e
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I

SUKOHARJO
NOMOR 18 TAHUN 1995

TENTANG
ISASI DAN TATAKERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT I SUKOHARJO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

rangka peningkatan kelancaran pelaksanaan
kemasyarakatan secara berdaya
dalam rangka keberhasilan
masyarakat,

ORGAN

Menimbang : a. bahwa dalam
pemerintahan pembangunan dan
guna dan berhasil guna, khususnya
peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan kepada
sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa
Tengah tanggal 13 Juli 1995 Nomor : 445/016333 perihal
Peningkatan Kelas RSU Milik Pemerintah Daerah Tingkat II dan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 1994 tentang
Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah, maka
dipandang perlu untuk menata kembali Organisasi dan Tatakerja

Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11
Sukoharjo;

on
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10. Keputusan Menter; Dalam

. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun

81

hal tersebut diatas maka dipandang Perly
a

bah\lv Sehlmg sa Si an Tatakefja Rumah Sa.kit Um
menetapkal Or ga‘;)‘ h Tingkat I Sukoharjo dengan Peraturan
ten

Daerah ka bupa
paerah.

1950 tentang Pembentukap

Nomor 13 tahun
Und?alng'ué‘:;na% Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawy
Daerah -0g
Tengah ;
Pokok-pokok

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang poko
pemerintahan di Daerah ;
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan
sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada
Daerah; '

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentan.q Koordinasi

Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah :

) 1992 tentan
Penyelenggaraan otonomi daerah g
Tingkat II ; dengan Titik Berat pada Daerah

Keputusan Menteri Kesehat
an Nompgo
Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umru318-3 Tehun 1992 tentang

Keputusan Menteri

dalam N
Pedoman Organisasi i Nomor 3

Dinas Daerap; 39 tabun 1992 tentang

Keputusan Menterj da,

. m Negeri
Pola Organisasi Pemerin ser Nomor g

tah Daeray dan Wllay t;}llh

Negeri Nomy 27

atal\erja Ru ahlln
mah Sak;, U lui% tentang
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persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daeraf, Tipgyqy

ens .
3 SUkO har) 0

MEMUTUSKAN

. PE DAERAH KABUPATEN DAE

ran: PERATURAN RAH TINGKAT 11
Men¢tP (JKOHARJO TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT Il SUKOHARJO

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah tingkat II Sukoharjo;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II
Sukoharjo;

c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Sukoharjo;

d. Dewan Perwaklan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;

e. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat
II Sukoharjo; -

f Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Skait Umum Milik
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat I1 Sukoharjo;

g Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan
Daerah Tingkat II Sukoharjo;

h. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Daerah Tingkat II Sukoharjo.

BAB II

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2

Kabupaten

Kabupaten
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h Sakit Umum Daerah merupakan Unit Pelaksana Teknis Dings
uma

()R
hatan. diirs
Keseal Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang I.(epala dengan
(2) Rumah teknis bertanggung jawab kepad,

vang secard
hatan, dan secara
Kepala Daerah.

sebutan Direktur
Kepala Dinas Kese-
jawab kepada Bupati

taktis operasional bertanggun,

Pasal 3

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan upaya
Lesehatan secara derdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan
upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi,
terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan
upaya rujukan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tersebut .
- 3 pada Pasal 3 Pera o
Rumah Sakit Umum Daerah mempu nyaj g turan Daerah ini,

penyelenggaraan pelayanan medis;
penyelenggaran pelayan Penunjang medis da
penyelenggaraan pelayanan dag asuhan ke 5
penyelanggearaan pelayanann rujukan ; e
penyelenggaraan pendidikan dan pelat,ihan'
penyenggaraan penelitian dan pengemb ’
penyelenggaraan administras; umum d

BAB 111
ORGANISAS]

Bagian Pertam
: a
Klasifikasi dan Susun

Pasal 5

non medjs ;
\\'a[an .

R ™ 0 an o

angan;
an kCUanQ an:

an Oraganigag;

Rumah sakit Umum daerah ditetapkan Kelas e
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Pasal 6

n sust.maﬂ Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdirj dar -
o, Direktur '

b. Seksi keperawatan ;
c. Seksi Pelayanar,

1 sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis;
e. Sub Bagian Keuangan dan Program ; ;
£ Instalasi;

g. Komite Medis;

h. Staf Medis Fungsional.

(2) Bagan Organi.sasi'Rimah Sakit Umum Daerah sebagaimana tersebut
dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

3) Sfeksi Keperawatan dan Seksi Pelayanan masing-masing terdiri dari 3
(nga? Sub Seksi sedangkan Sub Bagian Kesekretariatan dan rekam
Medis terdiri dari 4 (empat) Urusan, adapun Sub bagian Keuangan
dan Program terdiri dari 4 (empat) urusan .

(4) Seksi-seksi, Sub bagian Kesekretariatan dan rekam Medis, dan Sub
!)a.gian Keuangan dan Program sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal
ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Kedua
Direktur
Pasal 7
ebijaksanan

- Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun k ;
awasl

pelaksanaan, membina pelaksanaan rnengkoordinasikan dan meng
pelaksanaan  Tugas Rumah Qakit sesuai ~dengal peraturan

perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketiga

Seksi Keperawatan
Pasal 8
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imbi (sanaan
nempunyai tugas membimbing pelaks as@an,
erawatan lt etika dan mutu keperawatan serta Kegiatan
vatan,

yuluhan kesehatan .

Seksi Kep e
elayanan Keper
gend);dikan, pelatihan dan pen

Pasal 9

garakan tugas tersebut pada Pasal 8 Peraturan Dagrah

Untuk menyeleng :

ini, Seksi Keperawatan mempunyai fungst :

a. pelaksanan asuhan dan pelayanan keparawatan;
b. pengawasan dan pengendalihan etika dan mutu keperawatan;
c. penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan
kesehatan.
Pasal 10

(1) Seksi keperawatan terdiri dari :
a. Sub Seksi Keperawatan [; -
b. Sub Seksi Keperawatan II;
c. Sub Seksi Keperawatan III;

(2) Sub. Seksi- sub seksi sebagaiman dimaks
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepal
dan bertanggung jawab kepada Kepala seksi

Pasal 11

ud ayat (1) pasl ini,
4 Yang berada dibawah
Keperawatan

(1) Sub Seksi ke
perawatan [ mempunyaij tygpas
asuhan, dan pelayanan keperawatan, ; melaksanakan bimbingan
(2) Subb Seksi Keperawatan |J mempunyaj |
pembinaan, pengawasaan dan i
keperawatan . R
3) Sub' Seksi Keperawatan []] mempunyaj ty
kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhaﬁ

tugas
elak
an  etjk, dzl‘nsali‘;llkan
utu

S menyeg
kesehatan engga.ra_kan
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Bagian Keempat
Seksi Pelayanan
Pasal 12

Seksi pelayanan mempunyai tugas :

Mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medis ,
medis, kegiatana pendidikan, pelatihan . , penunjang

b. Melakukan pemantauan. dan pengawasan penggunaan fasilitas
kegiatan pelayanan medis, penunjang medis, kegiatan pendidikan,
pelatihan, pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien;

c. Melakukan bimbingan pelaksanaan asuhan , pelayanan keperawatan
etika serta mutu keperawatan, kegiatan pendidikan, pelatihan dan
penyuluhan kesehatan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 12 Peraturan Daerah
ini, Seksi Pelayanan mempunyai fungsi :

a. Koordinasian semua kebutuhan pelayanan medis dan penunjang
medis;

b. Pemantauan dan Pengawasan peng
dan penunjang medis;

c. Pengawasan dan pengendalian penerima

Pasal 14

gunaan fasilitas pelayanan medis

an dan pemulangan pasien.

(1) Seksi Pelayanan terdiri dari :
a. Sub Seksi Pelayanan I;
b. Sub Seksi Pelayanan II;
¢. Sub Seksi Pelayanan I11.

) Pasal ini,

dimaksud ayat (1
ada dibawah

g Kepala yans ber
si Pelayanan.

(2) Sub Seksi-sub seksi gebagaimand
masing-masing dipimpin oleh seoran
dan bertanggung jawab kepada Kepala Sek
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pasal 15

mempunyai tugas mengkoordinasikan seluny

(1) Sub Seksi Ezfrl:na pelayanan medis dan penunjang medis.
kebutuhan oan Il mempunyai tugas melaksanakan Pemantay,

nggunaan fasilitas medis dan. penunjang meg;,
asi pelayanan medis.

(3) Sub Seksi Pelayanan [Il mempunyai tugas melaksz?nakan pengawasay
dan pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien.

Bagian Kelima .
Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis
Pasal 16

Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis mempunyai tugas
menyelenggarakan  Ketatausahaan, kepegawaian. kerumahtanggaan

perlengkapan, rekam medis, laporan, hukum, perpustakaan, publikasi,
pemasaran sosial dan informasi. |

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan ty

x : £as ters
nl, Sub bagian kesekretariat =

an da vep - P242 pasal 16 Peraturan Daerah

rekam Medis mempunyai fungsi :

elenggaraan ketatausahaan .
pengelolaan kepegawaian: ’

peny

o A n o P
°
W
=
i

» Publjkac:
kasi, Pemasaran sosial

(1) Sub bagian Kesekretariatan ggp, R
a. Urusan Tata Usaha; ekam M,

dis ler: .
b. Ul'usan Kepega“raian . E.l'dln dari.
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san UJmum;

Uru !
= kam Medis.

d. Urusan Re

2) Urusal -urusan .scbz_igaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini
masing-masmg dl[?lmpln oleh seorang Kepala yang berada di bawalt;
4an bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Kesekretariatan

dan Rekam Medisy

Pasal 19

(1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan
K etatausahaan.

(2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan
pengelolaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan . -

(3) Urusan Umum mempuqyai tugas menyelenggarakan kerumah
tanggaan dan perlengkapan, pemasaran sosial, informasi dan
publikas;

(4) Urusan rekam Medis mempunyai tugas menyelenggarakan rekam
medis dan membuat laporan .

Bagian Keenam
Sub Bagian Keuangan dan Program
Pasal 20

Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas menyusun
anggaran, kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi mobilisasi dana

penyusunan program.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 70 Peraturan Daerah

ini, Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi :

a. penyusunan dan pengelolaan anggaran,
b. pengelolaan akuntansi (keuangan dan manaje
c. pelaksanaan mobilisasi dana dan penyusunan program;

men ) dan verifikasi;

‘.'—-—a—'-"'-"

CamScanner



89

d. pelaksanaan kegiatan perbendaharaan.

Pasal 22

(1) Sub Bagian Keuangan dan Progljam terdiri dari :
a Urus;n Penyusunan Aparatur ; .
' ' i dan Akuntansi ;
b. Urusan Verifikasl |
c. Urusan Mobilisasi Dana dan Penyuluhan Program ;
'd. Urusan Perbendaharaan.

(2) Urusan-urusan ~ sebagaimana dimaksud ayat (1) .Pasal ini,
masing-masing dipimpin oleh seorang yang bf:rada dibawah dan
benanEmg jawab kepada Kepala Sub Bagian Keuangan dan
Program .

Pasal 23

(1) Urusan Penyusunan Anggaran mempunyai fugas menyusun anggaran
pendapatan dan belanja, otorisasi dan pertanggung jawaban
keuangan:

(2) Urusan Verifikasi dan Akuntansi mem

punyai tugas melakukan
pemeriksaan / penelitian setia

P penerimaan dan pengeluaran

(4) urusan Perbendaharaan mempunyai ty

8as melakyk
keuangan dan pengelolaan perbendahar #ukan tata usaha

aan ,
Bagian Ketujuh
Pasal 24

(1) Instalasi merupakan fasilitas
keperawatan. pelayanan pe
pengembangan, pendidikan,
rumah sakit.

penyelenggaraan
nunjang medis,
pelatihan, dap

Pelayanan Mmedis danp
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. dipimpin oleh seorang Kepala dal |
[nstalasi dipimpin O g Kep alam jabatan non Struk
(2) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Dirckturm tural
() [nstalasi mempunyai tugas mengelola fasilitas pelayanan medis dan
keperawatan, pelayal-lafl penunjang medis, Kegiatan penelitian
pengembangan, pendidikan , pelatihan, dan pemeliharaan sarana
rumah sakit.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4 ayat (3) Peraturan
Daerah ini, Instalasi mempunyai fungsi :

a. pengelolaan fasilitas pelayanan medis dan keperawatan;

b. pengelolaan pelayanan penunjang medis; _

c. pengelolaan fasilitas kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan
dan pelatihan ;

d. pengelolaan fasilitas pemeliharaan sarana rumah sakit.

Pasal 26

(1) Instalasi meliputi :
a. Instalasi Rawat jalan;
b. Instalasi Rawat Inap;
c. Instalasi Rawat Darurat;
d. Instalasi Bedah Sentral;
e. Instalasi Perawatan Intensif;
f. Instalasi Radiologi;
g. Instalasi Farmasi;
h. Instalasi Gizi;
1. Instalasi Patologi; _ h
j. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit Umum Daerah.

; i uai
(2) Perubahan Jumlah jenis Instalasi di tetapkan oleh Direktur ses

dengan Perundang-undangan yang berlaku
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imana dimaksud ayat (1) Pasa] i
dalam Jabatan Non Struktura| yap,
g jawab kepada Direktnr, i

asing Instansi sebaga
oleh seorang Kepala
h dan bertangguil

Pasal 27

(3) Masing-m
dipimpim
berada di bawa

)

(1) Instalasi Rawat Jalan mempunyai tugas melaksanakan Diagnosa,

pengobatan, perawatan, pencegahan akibat p.enyakit, Pffningkatan
kesehatan. dan penelitian untuk penderita rawat jalan dan rujukan.

(2) Instalasi Rawat Inap mempunyai tugas melaksanfxlkan d'iagnosa,
pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit, pemgkam
kesehatan dan pemeliharaan kesehatan serta rehabilitasi medik untuk
penderita rawat inap dan rujukan.

(3) Instalasi Rawat Darurat mempunyai tugas malaksanakan pelayanan
darurat medis, diagnosa pengobatan, perawatan, pencegahan akibat
penyakit serta rujukan pada pasien gawat darurat dan rujukan.

(4) Instalasi Bedah sentral mempunyai tugas melaksanakan diagnosa,

pengobatan dan perawatan serta memberik
berikan
pembantu pembedahan bagi staf medis ) pelayanan dal?

Rumah Sakit UmumDaerah yang memerl]

(5) Instalasi Perawatan Intensif mempunyaj

perawatan = secara khusus, pe
’ nceg AL '
melaksanakan sistem rujukan, peiceahan akibat  penyakit  dan

ukan pembedahan _

(7)3;:3!asi Farmasi Mempunyai tye,s l
ylmpanan, penyaluran ob - Melaksan an
at- ak ;
alat-alat kedokteran —— obatan, £3s medjs sert Peracikan,
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(IOIHSWIIaSi pemeliharaan Sarana Rumah Sakit Daerah mempunyai tugas

;L Memelihara instalasi air minum, air panas, listrik, gas, teknis
pembuangan sampah dan limbah serta bangunan yang ada;
Memelihara alat cuci hama, alat kesehatan, alat kedoteran, laundry
dan sebagainya;

Menyediakan air bersih, air minum air panas , gas dan listrik.

Bagian Kedelapan
Komite Medis
Pasal 28

(1) Komite Medis adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaanya di
pilih dari anggota staf medis Fungsional.

(2) Komite Medis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Direktur.
(3) Komite Medis mempunyal tugas membantu Direktur menyusun

standart pelayanan, memantau pelaksanaannya, melaksanakan
pembinaan etika profesi, mengatur kewenanganprofesi anggota staf
Medis Fungsional mengembangkan program pelayanan, pendidikan .
pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

(4) Dalam melaksanakan tugasnyad Komite Medis dapat dibantu oleh
panitia yang anggotanya terdiri dari Staf Medis Fungsional dan
tenaga profesional lainya secara €x officio.

(5) Panitia adalah Keompok kerja khusus dalam Ko
bentuk untuk mengatasi masalah Khusus.

(6) Pembentukan Panitia ditetapkan oleh Direktur.
kit Umum Daerah

(7) Pembentukan Komite Medis pada Rumah Sa 1
ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah atas usu
Direktur.

mite Medis yang di

Bagian Kesembilan
Staf Medis Fungsional
Pasal 29
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| adalah kelompok dokter dan dokter gigi Yang

di Instalasi dalam jabatan fungsional.

gsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosig
han akibat penyakit. peningkatan dan pemulihgp,
pendidikan, pelatihan sert

(1) Staf Medis Fungsiona

bekerja
(2) Staf Medis Fun

engobatan. pencega
Eesghatan. penyuluhan kesehatan,

penelitihan dan pengembangan. | |
(3) Dalam melaksanakan ~ tugasnya,  Staf Medis  Fungsiong]

dikelompokkan sesuai dengan keahlihannya.
(4) Kelompok dipimpin oleh seorang Ket.ua yang dipilih oleh dan darj
anggota kelompoknya untuk masa bakti tertentu.
(5) Ketua Kelompok diangkat oleh Bupati Kepala Daerah atas usuy
Direktur.
BAB IV

PARAMEDIS FUNGSIONAL DAN TENAGA NON MEDIS
Pasal 30

(1) Paramedis fungsional adalah paramedis perawatan dan non perawatan
yang bertugas dalam instalasi dalam jabatan fungsional.

(2) Dalam melaksanz.ikan tugasnya paramedis fungsional berada dibwah
dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Instalasi

(3) Penempatan para medis perawatan dan .
oges _ 3 paramedis
dilaksanakan oleh Direktur atas ugy] Kepala Seks;i Kepe?;?,a perwatan

Pasal 31

_ S gas dibidang pelayanan
e a0 pelayanan terhadap

Instalasi bertanggung jawah kepada Kepal 8 bekerja dj

fungsional  bertang : a Instalag;
S gung jawab - 1 dan
Kesekretariatan dan Rekam Medis Kepada Kepala Sub ;:;ara
. la.n
BABV
TATAKERJA
Pasal 32
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Dalam melaksanakan tugas Rumah Sakit Umum Daerah dan | i
vertikal yang urusannya sejenis, menyeleng Zs:\.knm
koordinasl/kerjasama dengan cara yang sebaik-baiknya. R
(2) Dalam melaksanakan tugas Rumah  Sakit Umum' Daerah

menyelenggarakan koordinasi dan kerjasam fungsional dengan Din

K esehatarn. o
3) Rumah Sakit Umu D.aerah secara teknis fungsional dibina oleh Dinas
Kesehatan dan Pembinaan Teknis oleh Kantor Departemen Kesehatan
Kabupaten Sukoharjo.

(1)

Pasal 33

Direktur berkewajiban memberikan petunjuk, membimbing, mengawasi
pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelakasanaan yang berada di

lingkungan satuan kerjanya.
Pasal 34

(D Penambahan/perubahan jumlah Seksi, Sub Seksi , Sub Bagian dan
Urusan Rumah Sakit Umum Daerah dilakukan setelah mendapat

persetujuan dari Menteri Dalam Negeri .
(2) Usul penambahan/perubahan sebagaiman dimaksud ayat (1) Pasal ini
dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah.
BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 35

nan kepegawaian diatur

Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta susu
yang berlaku.

sesuai dengan ketentuan peratuiran perundang - undangan

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini akan diatur lebih
ai pelaksanaannya.

lanjut oleh Bupati Kepala daerah sepanjang mengen
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pasal 37

rah ini maka semua ketentuan

, an dae
ey ;;:;2;1;11‘1 yang bertentangan dengan Peraturan
angan

akan tidak berlaku .

Dengan
perundang-und
Daerah ini dinyat

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya Dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal 8 November 1995

DEWAN PERWAKLAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA
KABUPOATEN DATI Il SUKOHARJO suxgyﬁgg TINGKAT II
KETUA
N ttd
SOEBENI

Ir. TEDJO SUMINTO
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DISAHKAN
dengan keputusan Gubernur Kepala daerah TingkaT I
Jawa Tengah
Tanggal 16 Aguatus 1996 No. 188/268/1996
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

ttd

SUTII ASTOTO, SH
Pembina
NIP. 010 088 157

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
Nomor : 13 Th. 1996 Seri D No. 11
Pada Tanggal 17 September 1996
Sekretaris Wilayah/Daerah
ttd

Drs. SRIHARDONO
Pembina Tk. I

NIP. 010 071 319
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